
BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Akuntansi Desa dalam Pengelolaan APBDes 

Akuntansi pemerintah merupakan proses penyusunan laporan keuangan 

pemerintah. Sebagaimana bidang akuntansi yang lain, siklus akuntansi yang 

terjadi pada dasarnya sama, dimulai dari suatu transaksi yang berkaitan 

dengan keuangan. Akan tetapi, akuntansi pemerintah memiliki karakteristik 

khusus, diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran 

serta pelaporan raelisasinya. Hal tersebut menyebabkan akuntansi pemerintah 

disebut sebagai akuntansi anggaran.
1
 Penerapan akuntansi yang ada di Desa 

Jabon ini dapat diartikan sebagai suatu pencatatan dari proses transaksi, yang 

dibuktikan dengan nota-nota untuk kemudian melakukan pencatatan dan 

pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan 

keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dan 

masyarakat umum. Sehingga akuntansi desa menjadi seperangkat sistem dan 

kebijakan akuntansi yang memberikan kemudahan bagi pemerintah Desa 

Jabon dalam mengelola keuangannya sebagai pengelola dana publik yang 

diberikan oleh masyarakat. 

Teori ini mendukung secara konsisten dengan temuan hasil penelitian 

yaitu, penerapan akuntansi desa dalam proses pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau keuangan desa adalah 
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perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausaha, pelaporan dan 

pertangunggjawaban. Sebelum melakukan proses tersebut perangkat desa 

mengadakan kegiatan Musyawarah Dusun (MusDus), selanjutnya dari hasil 

MusDus tersebut dibawa ke Musyawarah Desa (MusDes) dimana 

musyawarah tersebut diikuti oleh kepala desa, perangkat desa dan diwakili 

sebagian warga, karena perangkat desa mengambil keputusan tidak hanya 

dari perangkat saja akan tetapi juga mengambil pendapat dari warga supaya 

masyarakat desa merasa diayomi oleh perangkat desa. Tahap selanjutya hasil 

Musyawarah Desa (MusDes) dikelola oleh tim Pengelola Keuangan Desa 

(PKD) dan masuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Dari hasil penelitian yang saya temukan penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Retno Murni Sari,
2
 bahwasanya pengelolaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) khusunya Dana Desa (DD) 

yang ada di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung itu 

perangkat desa melakukan Musyawarah Desa (MusDes) yang diikuti 

perangkat desa dan sebagian warga masyarakat merupakan wujud partisipasi 

masyarakat hingga tingkat desa serta didukung dengan adanya komitmen 

yang kuat dari pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaanya.  

Adapun pencatatan atas laporan keuangan yang diterapkan kaur 

keuangan Desa Jabon ini adalah menggunakan buku pembantu kas umum 
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yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu 

panjar dan buku kas pembantu pengeluaran. Kaur keuangan wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku 

setiap akhir bulan secara tertib dalam buku kas umum dan mempunyai 

tangungjawab saat laporan pertanggungjawaban atas keuangan desa.  

Penggunaan akutansi pada pemerintahan desa menggunakan basis kas 

untuk pencatatan anggaran dimana transaksi akan dicatat pertama kali pada 

buku jurnal dengan menggunakan kaidah debet kredit. Akun yang digunakan 

dalam pencatatan anggaran berbasis kas yaitu, pendapatan-LRA, belanja, 

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
3
 Maka dari itu dengan 

adanya akuntansi desa pada pemerintahan desa bisa membantu perangkat 

desa khususnya kaur keuangan desa menyusun anggaran dan melaporkan 

realisasi anggaran desa dengan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah 

pusat supaya menciptakan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparansi. 

 

B. Kendala Penerapan Akuntansi Desa dalam Pengelolaan APBDes 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan 

dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa yang berisi tentang pendapatan dan belanja yang 

ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama 1 (satu) 

tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup semua 

keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila 
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diperkirankan akan terjadi deficit atau surplus.
4
 Akuntansi desa hadir sebagai 

ranah untuk menyusun dan mengelola keuangan desa mulai dari pengeluaran 

desa, pendapatan asli desa maupun dana desa yang ditransfer oleh pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota. Dimana keuangan desa tersebut harus transparan 

dan akuntabel serta pada saat pelaporan keuangan desa bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Dari hasil penelitian yang ada di Desa Jabon terkait dengan kendala 

pada saat penerapan akuntansi desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) adalah perangkat desa tidak menemui kendala 

pada saat proses pengelolaan keuangan desa, karena perangkat desa sudah 

dibekali dengan wawasan pengetahuan dan teori praktek tentang cara 

mengelola keuangan desa. Selain itu perangkat desa juga diawasi dan ada 

peraturan dari pemerintah yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri 

(Peremendagri) nomor 20 tahun 2018 sebagai patokan perangkat desa untuk 

mengelola keuangan desa. Akan tetapi APBDes pada tahun 2020 ini banyak 

pengalihan dana akibat dari bencana alam covid-19 sehingga perangkat desa 

merubah susunan anggaran desa untuk kebutuhan terkait bencana pada saat 

ini. 

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian 

terdahulu oleh Hadi Prabowo Gimon
5
, bahwa pengendalian internal dalam hal 

menghasilkan bukti transaksi yang dilaksanakan pemerintah Desa 

Kopandakan 1 sudah berjalan dengan cukup baik. Sistem akuntansi 
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pelaksanaan APBDes yang di selenggarakan di Desa Kopandakan 1 

Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah sesuai dengan 

petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa 

dan permendagri nomor 113 tahun 2014. Akan tetapi pada penelitian 

terdahulu ini aparat Desa Kopandakan 1 terkadang mempunyai masalah 

dalam proses pelaksanaan APBDes dalam hal pemotongan pajak kegiatan 

dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perpajakan dan tingkat 

pendidikan aparat desa Kopandakan 1 tergolong rendah, hanya beberapa 

orang saja yang berpendidikan tinggi. 

Dengan demikian adanya Peraturan Mentri dalam Negeri (Permendagri) 

nomor 20 tahun 2018 perangkat desa jabon tidak kebingungan saat mengelola 

keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian 

dari hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan 

provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten/kota. Akan tetapi APBDes pada 

tahun 2020 ada pengalihan dana akibat bencana alam virus corona, sehingga 

perangkat desa merubah anggaran yang ada di tahun 2020. 

 

C. Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 Tahun 2019 dalam 

Penerapan Akuntansi Desa.  

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 1 tahun 2019 yaitu tentang 

penyajian laporan keuangan pemerintah, tujuan pernyataan standar ini adalah 

mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 



antara periode, maupun antara entitas. Dimana laporan keuangan tersebut 

akan disampaikan kepada masyarakat umum, lembaga legislatif, pemeriksa 

atau pengawas untuk dimita pertanggungjawaban. Pemerintah 

menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan 

menggunakan basis akrual yang baik dalam menyajikan laporan realisasi 

anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undang tentang anggaran.
6
 

Teori ini mendukung secara konsisten dengan temuan hasil penelitian 

terkait dengan penerapan akuntansi desa yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 1 tahun 2019 tentang penyajian laporan 

keuangan bahwasanya, pemerintah Desa Jabon tidak menggunakan peraturan 

dari SAP nomor 1 tahun 2019 untuk melakukan penerapan akuntansi desa 

dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Akan tetapi pemerintah Desa Jabon menggunakan Peraturan yang khusus 

untuk penelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri 

(Permendagri) nomor 20 tahun 2018 yang dulu peraturan tersebut masih 

permendagri nomor 113 tahun 2014 sekarang ada kebijakan baru supaya 

keuangan desa lebih akuntabilitas dan transparan. Dan untuk Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 1 tahun 2019 itu untuk peraturan 

pemerintah daerah atau pusat.  
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Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian 

terdahulu oleh Inten Meutia dan Liliana
7
, bahwa pelaksanaan pengelolaan 

keuangan telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Mentri Dalam 

Negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014. Pedoma pengelolaan keuangan 

desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan telah dilaksanakan dan 

semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap penyusunan sistem 

keuangan desa tersebut. 

Isi dari Peraturan Mentri Dalam Negeri (permendagri) nomor 20 tahun 

2018 terkait dengan laporan keuangan desa yaitu, keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban desa. Asas pengelolaan keuangan desa merupakan keuangan 

desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam proses pengelolaan 

keuangan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas 

yaitu, pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari 

rekening kas desa.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu 

rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa 
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yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk 

mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. 

Klasifikasi pendapatan desa itu sendiri adalah pendapatan asli dari desa, dana 

desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, 

alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk klasifikasi belanja desa 

terdiri atas bidang, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, dan penanggulan bencana darurat desa. 

Dengan demikian pemerintah Desa Jabon pada saat mengelola 

keuangan desa atau APBDes tahunan desa tidak menggunakan peraturan 

Standar Akuntansi Pemerintah nomor 1 tahun 2019, akan tetapi perangkat 

Desa Jabon menggunakan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) 

nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa atau APBDes untuk 

mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan asas pengelolaan 

keuangan desa yaitu transparans, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran, selain itu pengelolaan keuangan desa 

yang baik mencerminkan bahwa kepatuhan perangkat desa dalam 

melaksanakan tugas yang sesuai peraturan dalam negeri. 

 


